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Abstrak

Penulisan skripsi® ini bertujuan “untuk mendeskripsikan dan menganalisis ;Peran Kepala Desa Untuk
Meningkatkan™ Partisipasi.sMasyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di "Desa Saba’u
K ecamatan’ Samal antan, K abupaten Bengkayang dan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam*mengikuiti
kegiatan musrenbang:=.Judul penelitian .ini dipilih oleh peneliti karena partisipasi .masyarakat yang.,masih
tergolong rendah dalam kegiatan musrenbang: di Desa Saba’u. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
deskriptif kualitatif*dengan teknik pengumpulan data berupa studi .dokumen dan wawancara. Penelitian‘ini
dilakukan dengan beberapa tahapan yang diawali dengan melakukan pendlitian pendahuluan (pre survey),
membuat reneana penelitian (Usulan Penelitian), melakukan pengambilan data sekunder dam primer yang
sekaligus melakukan penelitian dilapangan (wawancara);=dilanjutkan dengan menganalisis data serta diteruskan
dengan pembuatan laporan penelitian (skripsi). L@kasi§ penelitian ini adalah di Desa Saba’w; Kecamatan
Samalantan Kabupaten Bengkayang.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peran Kepala Desa sudah baik dalam
memperkenalkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang namun (dari
pihak masyarakat masih banyak yang belum menyadari tentang pentingnya musrenbangini sehingga
menyebabkan masyarakat tidak antusias dalam®melaksanakan kegiata musrenbang, selain itu kemampuan
masyarakat dalam berpartisipasi masih tergolong rendah.

Kata-kata Kunci : Peran Kepala Desa, Partisipas Masyarakat, Musrenbang.

THE.ROLE OF THE HEADMAN TO INCREASE PUBLIC PARTICIPATION IN
DEVELOPMENT PLANNING MEETING AT SABA'U VILLAGE IN THE
DISTRICT OF SAMALANTAN BENGKAYANG REGENCY

Abstract

This thesis aims te describe and analyze the role of the Village Head To Increase Public Participation in
Development Planning Meeting On Sabau Rural District of Samalantan Bengkayang regency and to determine
participation in the following musrenbang activities. The title chosen by the researchers’of this study because of
community participation is still “relatively.low in activity in Development Planning Meeting at Sabau. This
research uses qualitative descriptive study with data collection techniques such as the study of documents and
interviews. This research was conducted with several stages beginning with a preliminary investigation (pre-
survey), make a plan of research (Research Proposal), do the collection of secondary data and primary and
conduct research in the field (interview), followed by analyzing the data and forwarded to a research report
(essay). The location of this research is at Sabau village in the District of Samalantan Bengkayang regency.
The conclusion from this study is the role of the village chief has been good in introducing and providing
opportunities to the community in the implementation of Development Planning Meeting but of the society are
still many who do not realize the importance of Development Planning Meeting is causing people are not
enthusiastic in implementing it, in addition to the ability of communities to participate still relatively low.

Keywords: Role of the headman, Community Participation, Development Planning Meeting.
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Pendlitian

Pemerintah adalah suatu organisas
yang berfungs  untuk  menjalankan
wewenang dan kekuasaan dalam mengatur
kehidupan sosial, ekonomi, dan politik
suatu negara dan bagian-bagiannya. Desa
merupakan suatu wilayah/lokasi”“kel ompok
masyarakat bertempat.«tinggal dan hidup
dengan berbagai “Kegiatan _intéraks ‘sosial
masyarakat dengan asas gotong-royong dan
kebersamiaan untuk rr;embangun kehidupan
bermasyarakat dan juga memiliki aturan-
aturan tersendiri dalam kehidupan sehari-
harinya. Menurut Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa,
menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan Imengurus urusan pemerintahan,
setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisienal yang diakui

kepentingan masyarakat

dan dihormati. dalam sistem" pemerinthan
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor«6. Tahun 2014
daam pasa 1 masih mengakui tentang
adanya otonomi desa karena secara tegas
berhak

menyel enggarakan urusan rumah tangganya

mengakui bahwa desa
sendiri atau yang lebih dikenal dengan

nama  otonomi daerah, sehingga
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memungkinkan untuk pemerintah desa
dalam membangun daerahnya sendiri.
Menurut Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014, kepala desa memiliki tugas

antara lain, menyel enggarakan
pemerintahan desa, melaksanakan
pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat',desa. Kepala Desa sangat
dalam

pembangunan dan sangat berpengaruh besar

berperan meningkatkan

terhadap  segala  macam., aktivitas
pemerintahan yang berhubungan,dengan
Daam

pembangunan itu sendiri®* juga sangat

masyarakatnya. meningkatkan

diperlukan  adanya  partiSipasi  dari
masyarakat sekitar sehingga pembangunan
lebih  mutlah
tercapai. Kepala Desa sangat berperan
dalam
Mmasyarakat, karena Kepala Desa @adalah

yang diinginkan dapat

meningkatkan partisipas
orang atau sosok pemimpin yang dipercaya
dipilih  oleh

dengan suara

oleh  masyarakat. dan
masyarakat _itu _sendiri
terbanyak= untuk memimpin desa itu.
Mengingat posisinya dalam masyarakat
desa, kepala desa~harus mampu berperan
aktif dalam meningkatkan kepedulian dan
partispasi masyarakat yang dipimpinnya

dalam melaksanakan proses pembangunan.
Adapun partisipasi adalah keinginan
seseorang yang didasari dengan kesadaran
untuk ikut serta dan ambil bagian dalam
melaksanakan sesuatu hal. Partisipas
2
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sangat diperlukan di dalam kehidupan
bermasyarakat. Sedangkan yang dimaksud
dengan pembangunan adalah segala upaya
yang dilakukan secara terencana oleh
manusia dalam melakukan perubahan
dengan tujuan utama memperbaiki dan
meningkatkan taraf hidup masyarakat,
meningkatkan kesejahteraan dan
meningkatkan kualitas manusia:

Beberapa hal tersebut, menunjukan
bahwa tingginya partisipasi_dari masyarakat
daam melaksanakan ‘pembangunan di
daerah _kan &anga; berpengaruh  pada
kemajuan daerah itu sendiri. Oleh karena
ity, daam

usahanya  meningkatkan

kemagjuan daerah sangat  diperlukan
partisipasi dari masyarakat untuk ikut ‘serta
daam melaksanakan pembangunan desa
yang salah satunya dapat dilihat pada saet
pelaksanakan musyawarah perencanaan
pembangunan atau yang lebih dikenal
dengan Musrenbang di daerah.

Adapun Musrenbang itu sendiri
adalah merupakan suatu—agenda tahunan
saling
mendiskusikan ‘masalah yang mereka
hadapi
memecahkan masalah tersebut dan juga

dimana warga bertemu

sehingga tercipta-.solusi  untuk

memutuskan prioritas pembangunan jangka
pendek. Kegiatan Musrenbang ini sendiri
dapat menyediakan ruang bagi masyarakat
untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada
pihak pemerintah. Pada penyelenggaraan
Musrenbang di tingkat desa, masyarakat
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desa selaku penerima manfaat langsung dari
hasil pembangunan seharusnya turut
berpartisipasi  menentukan jenis kegiatan
yang akan dilaksanakan dan mengetahui
dampak yang akan ditimbulkan langsung,
serta biaya yang harus dibayar. Tetapi yang
pendliti lihat dilapangan adalah masih
Kurangnya partisipasi dari  masyarakat
setempat daam melaksanakan
pembangunan di ‘desa mereka yang salah
satunya dapat dilihat™ dari
kehadiran masyarekat dalam, mengikuti

rendahnya

kegiatan ini. Contohnya, dari ‘beberapa
undangan yang disebar untuk mengikulti
Musrenbang, masyarakat yang menghadiri
kegiatan ini tidak mencapai™setengah dari
warga yang diundang.

Padahal seperti yang kita ketahui
kegiatan musyawarah  perencanaan
pembangunan ini sangat berperan dalam
proses pembangunan dan agenda’ yang
wajib __dilakukan. Untuk itu
diperlukan kesadaran dari

setempat  untuk __ ikut

sangat
masyarakat
dalam proses
pembangunan - ini, dan juga sangat
diperlukan peran dari seorang pemimpin
yang dalam_hal ini“adalah seorang Kepala
Desa.

Berdasarkan uraian diatas maka
untuk melihat sgjauh mana peran Kepaa
Desa dalam meningkatkan partisipas
masyarakat untuk ikut serta dalam
musrenbang di Desa Saba’u Kecamatan
Samalantan Kabupaten Bengkayang, maka
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peneliti bermaksud mengkaji lebih dalam
melalui penelitian dengan mengambil judul
skripsi :

Untuk
Meningkatkan Partisipas Masyarakat

“Peran Kepala Desa

Dalam Musyawar ah Perencanaan

Pembangunan Di Desa  Saba’u

Kecamatan Samalantan  Kabupaten

Bengkayang”

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar. belakang yang
telah didraikan difatas, untuk menjawab
masalah dalam penditian ini,

rumusan masalah dalam penelitian ini

maka

adalah “Bagaimana upaya Kepaa: Desa
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam

pembangunan di Desa Saba’u Kecamatan

musyawarah perencanaan

Sama antan Kabupaten Bengkayang?”

3. Tujuan Pendlitian

Adapun yang menjadi tujuan dari
penelitian ‘ini adalah untuk _mengetahui
upaya Kepala Desa dalam. meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan
di Desa Saba’u Kecamatan_Samalantan
Kabupaten Bengkayang.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ada 2 (dua)
yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.
1) Manfaat Teoritis
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Manfaat teoritis dari penelitian ini
adalah

akademis dalam bentuk sumbang saran,

untuk  menambah manfaat
serta  mengembangkan  pemahanan
berkaitan dengan ilmu pemerintahan
secara khusus dalam bidang partisipasi
dalam
musyawarah perencanaan pembangunan
dan juga.dapat dijadikan sebaga bahan

untuk

masyarakat mengikuti

membandingkan dengan
penelitian yang hampir sama dengan
penelitian iinis Hasil penélitian ini
diharapkan menjadit bahan rujukan bagi
peneliti berikutnya.
2) Manfaat Praktis
Secara praktis penelitian ini  dapat
menjadi koreksi yang dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat maupun
aparatur desa serta mampu membetiikan
gambaran kepada yang berkepentingan
tentang pentingnya partisipas
masyarakat dalam kegiatan musyawarah
perencanaan pembangunan. . Sehingga
nantinya mampu meningkatkan
partisipasi masyarakat dan bisa menjadi
acuan untuk berpikir flebih maju dan
kritis _demi..=kemajuan pembangunan

disetiap daerah.
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B. KERANGKA
METODOLOGI

TEORI DAN

1. KerangkaTeori
Menurut Yukl (daam Pasolong,
2008:4)

mempengaruhi, yang mempengaruhi proses

kepemimpinan adalah proses

interprestas mengenai  peristiwa-peristiwa
bagi para pengikut, pilihan darissasaran bagi
kelompok atau birokrasi perorganisasian
dari  aktivitas-aktivitas _ kerja — ‘untuk
mencapal sasaran-sasaran tersebut, motivasi
dan para‘pengikut unEuk mencapal sasaran,
pemeliharaan hubungan kerja sama serta
perolehan dukungan kerja sama dari orang-
orang yang berada diluar kelompok.

adalah

singkatan.dari musywawarah perencanaan

Adapun musrenbang
pembangunan. Musyawarah perencanaan
pembangunan desa adalah forum tahunan
dalam' penyusunan dan penetapan daftar
skala prioritas pembangunan tingkat desa
yang mengutamakan partisipasi masyarakat.
Musyawarah perencanaan- pembangunan
desa diharapkan memberikan ;kesempatan
yang sama pada setiap lapisan masyarakat
baik laki-laki maupunperempuan untuk

mengikuti  setigp tahapannya. Daam
kegiatan musyawarah perencanaan
pembangunan desa ini, akan dibahas
tentang permasal ahan tentang

pembangunan yang ada dalam kehidupan
masyarakat khusus di tingkat desa.

Penyelenggaraan  pembangunan  desa
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mustahil akan berjalan tanpa adanya
dukungan dari semua pihak yang terlibat,
sehingga perlu kiranya bagi aparatur desa
untuk mendapatkan masukan-masukan dari
masyarakat desa dan menyepakati skaa
prioritas kebutuhan dan kegiatan desa yang
akan menjadi bahan penyusunan Rencana
Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Ha
ini juga™=yang membuat Musrenbang
menjadi salah satu. bagian paling penting
terhadap usulan programy,yang utama dari
masyarakat karenaiapa yang dihasilkan dari

kegiatan ini  merupakan  kebutuhan
masyarakat yang sebenarnya.
Partisipas  berarti=" peran  serta

seseorang atau kelompok masyarakat dalam
proses pembangunan bak dalam bentuk
pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan
dengan memberi masukan pikiran, tenaga,
waktu, keahlian, modal dan atau materi,
serta ikut memanfaatkan dan mentkmati
hasil-hasil . pembangunan (I
Sumaryadi, 2010: 46).

Menurut _Anggel dalam suciati
(2006:52)=menyatakan bahwa ada beberapa

faktor  yang

Nyoman

mempengaruhi  tinggi
rendahnya_kecendrungan seseorang dalam

berpartisipasi, yaitu:

a Usia, faktor wusia juga dapat
mempengaruhi sikap seseorang
terhadap kegiatan-kegiatan
kemasyarakatan yang ada.

b. Pendidikan, dapat dikatakan bahwa
pendidikan dapat mempengaruhi sikap
5
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hidup seseorang terhadap
lingkungannya, suatu sikap Yyang
diperlukan bagi peningkatan
kesgjahteraan seluruh masyarakat.

c. Jenis Kelamin, dapat dikatakan bahwa
jenis kelamin juga mempengaruhi
partisipasi, seperti yang telah kita
ketahui bahwa preseps terhadap
perempuan sgak dahulu  bahwa
perempuan dominan bertugas
mengurus umah tangga, tetapi
semangkin berkembangnya zaman nilai
peran perempu.an tersebut = telah
bergeser dengan adanya pendidikan
perempuan yang semakin baik.

d! Pekerjaan dan Penghasilan, dalam
bagian ini dapat ditegaskan bahwa
pekerjaan dan penghasilan dapat
mendorong seseorang untuk
berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan
masyarakat.

e. Lamanya Tinggal, lamanya seseorang
tinggal dalam lingkungan tertentu juga
mempengaruhi  partisipasi... seseorang,
semakin © lama ia ‘tinggal dalam
lingkungan '« tertentu, maka rasa
memiliki terhadap lingkungan
cenderung lebih  terlihat dalam
partisipasinya dalam setiap kegiatan
pembangunan.

Melihat dari penjelasan diatas, dapat
dikatakan bahwa faktor-faktor sosial dapat
mempengaruhi  seseorang untuk bersedia

atau tidak dalam Dberpartisipasi untuk
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melakukan sesuatu. Menurut Slamet dalam
Aprillia (2014 : 207), tumbuh dan
berkembangnya partisipas masyarakat
dalam pembangunan, sangat ditentukan
oleh tiga unsur pokok, yaitu:

a Adanya kesempatan yang diberikan

kepada masyarakat untuk
berpartisipasi. Adanya kesempatan
yang “diberikan, merupakan faktor
pendorong tumbuhnya kemauan, dan
kemauan akan menentukan
kemampuannya. Sebaliknya, adanya
kemauan akan mendorong seseoransg
untuk meningkatkan kemampuan ‘serta
memanfaatkan setiap kesempatan.
Adanya kemauan masyarakat untuk
berpartisipasi. Kemauan untuk
berpartisipasi merupakan kunci utama
bagi tumbuh dan berkembangnya
partisipasi masyarakat. Kesempatan
dan kemampuan yang cukup (belum
merupakan jaminan bagi tumbuh dan
berkembangnya partisipasi masyarakat,
jikas mereka sendiri tidak memiliki
kemawan untuk membangun. Kemauan
untuk berpartisipasi utamanya
ditentukan .oleh” stkap menta yang
dimiliki masyarakat untuk membangun
atau memperbaiki kehidupannya.
Adanya kemampuan masyarakat untuk
berpartisipasi. Kemampuan  untuk
berpartisipasi adalah :
Kemampuan untuk menemukan dan
memahami kesempatan-kesempatan
6
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untuk membangun, atau pengetahuan
tentang peluang untuk membangun
(memperbaiki mutu hidupnya).

melaksanakan

pembangunan, yang dipengaruhi oleh

e. Kemampuan untuk

tingkat pendidikan dan keterampilan

yang dimiliki.
f. Kemampuan untuk  memecahkan
masdah yang dihadapi dengan

menggunakan sumber daya dan
kesempatan .« (peluang) lain “yang

tersediasecara optimal.

2. Metode Penelitian

Daam _ penelitian ini  penéliti
menggunakan: jenis penelitian deskriptif
kualitatif. Lokas yang menjadi sasaran
peneliti dalam penelitian ini yaitu di Desa
Saba’u Kecamatan Samalantan Kabupaten
Bengkayang. Populasi dalam penelitian’ini
adalah. masyarakat dan aparatur Desa
Saba’u. i Instrumen penelitian ini._adalah
peneliti sendiri dengan-alat bantu berupa
kamera, tape recorder, fotecopy, dokumen,
dan scanner.
Teknik pengumpulan data yang digunakan
yaitu :
adalah  suatu  teknik
pengumpulan data yang dilakukan oleh

a Wawancara,

peneliti  dengan cara memberikan
beberapa pertanyaan kepada masyarakat
dan aparatur Desa Saba’u.

b. Dokumentass adalah suatu  teknik

pengumpulan data yang dilakukan oleh
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peneliti  dengan studi  kepustakaan,
dokumen-dokumen yang berhubungan
dengan masalah yang diteliti, dan
mengambil beberapa gambar di lapangan
data yang telah

diperoleh ketika melakukan penelitian.

untuk  melengkapi

Teknik analisis yang digunakan
yaitu Reduks Data, Penygjian Data, dan
Verifikas.

C. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

1. Hasl Pendlitian

Secara umum tingkat partisipasi
masyarakat dalam mengikuti-smusrenbang
di Desa Saba’u masih belum baik. Halini
dapat dilihat dari latar belakang penelitian
dan kondisi yang terjadi di lapangan.

2. Pembahasan
a. Kesempatan

Berdasarkan. hasil penelitian yang
telah, dilakukan, maka pendliti berhasil
menarik kesimpulan bahwa peran Kepaa
Desa daam .meningkatkan partisipasi
masyarakat untuk mengikuti musrenbang
sebenarnya sudah bak, dan juga selain
mencoba mengenalkan musrenbang itu
sendiri kepada masyarakat, Kepala Desa
juga sudah memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya kepada masyarakat setempat
untuk mengikuti kegiatan musyawarah ini.
7
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Setiap masyarakat dari berbagai kalangan di
Desa Saba’u ini sendiri sudah di ikut
sertakan dalam kegiatan musrenbang tanpa
membedakan golongan. Perangkat desa
lainnya juga sudah melaksanakan tugasnya
dengan sebagamana mestinya dalam
memperkenalkan musrenbang ini.

Selain  mengikutsertakan  seluruh
lapisan masyarakat, waktu danstempat juga
sudah disediakan olgh™ perangkat desa
setempat. Meskipun masyarakat. di ‘Desa
Saba’u

musrenbang sebel umr.lya oleh Kepala Desa

sudah  diperkenalkan  dengan

Desa Saba’u sebelum
dilaksanakan

melalui sosialisasi kepada masyarakat di

dan : perangkat
kegiatan musrenbang ini
Desa Saba’u, hal tersebut perlu
ditingkatkan lagi mengingat masih rada
beberapa masyarakat yang belum mengerti

tentang musrenbang.

b. Kemauan

Masyarakat Desa Saba’u ini masih
belum memiliki kesadaran- dan kemauan
delam

musrenbang yang. ada di desa mereka. Pada

untuk  berpartisipasi kegiatan
kenyataanya, di Desa ‘Saba’u._ini masih
banyak ditemukan masyarakat yang

menganggap
musrenbang ini

remeh dengan kegiatan
dan kebanyakan dari
masyarakat Desa Sabau menjadikan
pekerjaan sebagal alasan utama mereka
untuk menghindari kegiatan musrenbang
yang ada di Desa mereka. Selain itu pula,
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kurangnya sarana transportasi  bak
kendaraan maupun kondis jalan yang susah
dilewati dari beberapa daerah di Desa
Saba’u ini merupakan faktor penghambat
lainnya sehingga membuat kepedulian
masyarakat setempat menjadi  sedikit
berkurang.

Padahal seperti yang sudah kita
ketahui, perencanaan yang bak dapat
menentukan  bagaimana perkembangan
suatu wilayah kedepannya. Dan untuk
memperoleh pereneanaan yang:baik itu pula
diperlukan adanya saran-saran dan_Kkritik-
kritik yang membangun dari masyarakat
setempat karena masyarakét setempatlah
merasakan  tentang
kekurangan-kekurangan  dane™ masalah-
masdlah yang ada di daerah mereka

Kiesempatan yang sudah diberikan kepada

yang  langsung

masyarakat dalam mengikuti musrenbang
ini tidak akan cukup jika tidak didasari
dengan_kemauan dari masyarakat setempat
untuk  Tkut  berpartisipasi | langsung
melaksanakan.pembangunan = di Desa
Saba’u ini. Khususnya mengikuti kegiatan
musyawarah perencanaan pembangunan ini.

Untuk menciptakan kemauan dari
masyarakat itu sendiri pula diperlukan
adanya motivas individu untuk ikut
bergerak dan membawa perubahan didaerah
mereka. Masyarakat harus memiliki rasa
tanggung jawab terhadap segala kegiatan
yang dapat membangun daerah mereka ke
depannya. Selain  itu  pula, harus
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ditumbuhkan rasa malu yang besar kepada
masyarakat yang ada di Desa Saba’u ini
jika mereka selaku masyarakat di desa
tersbeut tidak terjun dan terlibat secara
langsung khususnya dalam sdah satu
proses pembangunan yang  mampu
membangun daerah mereka ini  guna
membantu aparatur desa setempat dengan
cara memberikan sumbangsih#Saran-saran
yang hantinya dapat+<digunakan untuk
membangun dan<mensejahterakan daerah
merekaini.

Hal yang se.harusnya ada untuk
meningkatkan keinginan masyarakat dalam
berpartisipasi mengikuti musrenbang diatas,
tidak penditi temukan dalam kehidupan
kebanyakan =masyarakat Desa Saba’u.
Masih banyak sekali ditemukan masyarakat
yang sangat apatis dan menjadikan
kesibukan pekerjaan, status ekonomi, jarak,
dan lain alasan lainnya sebagai penghalang
mereka: dalam Dberpartisipas mengikuti

musrenbang.

c. Kemampuan

Masyarakat setempat tidak mampu
memaksimalkan perannya.sebagal peserta
musrenbang. Dapat dikatakan peserta
musrenbang di Desa Saba’u ini kurang aktif
dan kebanyakan hanya menerima begitu
sga atas hasil dari musrenbang ini tanpa
menyumbangkan saran-saran mereka yang
dapat membangun. Faktor pendidikan juga

merupakan faktor kendala lainnya untuk

RILO K. PIVALDI, NIM. E42011059

http://jurmafis.untan.ac.id

menciptakan kemampuan berpartisiaspi
dalam mengikuti kegiatan musrenbang ini.
Kebanyakan masyarakat di Desa Saba’u
masih banyak yang berpendidikan rendah
sehingga menyebabkan masyarakat

masal ah-

masalah apa yang mereka hadapi dalam

setempat  kurang mengetahui

preses pembangunan di desa mereka.
Banyak masyarkat yang tidak bisa
menyampaikan pendapatnya  meskipun
kesempatan: yang ada "sudah di berikan
seluas-luasnya (kepada masyarakat selaku
peserta kegiatan musrenbang dii Desa
Saba’u. Hal ini [ tentunya  sangat
bertentangan dengan prinsip  pesefta
musrenbang yang menyatakan bahwa
peserta bersedia mempersiapkan  diri
dengan cara ikut serta mengumpulkan dan
mempelgjari  informasi, dokumen, |dan
materi yang relevan untuk pelaksanaan

musrenbang.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a) Simpulan

Berdasarkan hasil' pendlitian dan
pembahasan yangstelah dijelaskan pada bab
sebelumnya, maka peneliti dapat menarik
suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Adanya kesempatan yang diberikan
untuk berpartisipasi sudah cukup baik,
dimana Kepala Desa dan perangkat desa
yang ada sudah mengenalkan apa itu
Musrenbang terlebih dahulu kepada
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masyarakat dan juga perangkat desa
yang ada  sudah mengundang
perwakilan  masing-masing  daerah
untuk mengikuti musrenbang dengan
memberikan kebebasan dalam
menyampaikan pendapat.

. Adanya kemauan untuk berpartisipasi
dari masyarakat tergolong rendah,
masih banyak masyarakat yyang belum
sadar akan pentingnya kegiatan
musrenbang «ini  karena ™ kurangnya
pendidikan yang berdampak kurangnya
pemahaman .mereka terhadap
musrenbang itu sendiri dan tidak sedikit
pula masyarakat yang lebih
mementingkan pekerjaan mereka, hal
ini dapat dilihat dari daftar hadir peserta
yangmengikuti musrenbang dengan
Jjumlah hadir 21 orang dimana undangan
yang disebar kepada masyarakat
berjumlah sekitar 50 undangan. Selain
itu pula, medan yang sulit ditempuh
dibeberapa Kampung yang ada di Desa
Saba’u ‘ini menuju lokasi diadakannya
musrenbang menjadi faktorpenghambat
lainnya.

. Adanya kemampuan-berpartisipasi dari
masyarakat tergolong rendah, hal ini
terlihat dari hasil penelitian bahwa
masyarakat masih kurang aktif dalam
kegiatan musrenbang. Kebanyakan
masyarakat sebagal peserta musrenbang
hanya menjadi penonton sgja dan masih

banyak masyarakat yang hanya
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menerima  begitu sga hasil  dari
musrenbang tanpa  berkontribusi
memberikan usulan-usulan yang dapat

membangun nantinya.

b) Saran

Ada beberapa saran yang akan
peneliti berikan terkait dengan hasil yang
diperoleh dan kesimpulan dalam penelitian
ini. Beberapa saran tersebut adalah sebagai
berikuts

1. Perlu adanyas ketegasan.dari pihak
Pemerintah Desa dalam melaksanakan
kegiatan musrenbang. Selain “.itu,
Pemerintah Desa dituntut  untuk
menambah jadwal sosialisas mereka
terhadap pentingnya musrenbang paling
tidak tiga bulan sekali.

20 Perlu adanya penjadwalan yang baik
pada saat pelaksanaan  kegiatan
musrenbang ini, mengingat ‘mash
banyaknya masyarakat yang tidak dapat
mengikuti musrenbang karena
pekerjaan. mereka.

3. Perwakilan: dari setiap ‘daerah harus
mampu menampung ' segala aspiras
maupun_keluhan dari masyarakat yang
diwakilinya, selain itu Pemerintah Desa
harus sebailk mungkin dalam memilih
perwakilan peserta musrenbang dari
Setiap wilayah.
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c) Keterbatasan Penelitian
Adapun beberapa keterbatasan pada
penelitian ini adalah sebagal berikut:

1. Kurangnya arsip dan dokumen yang
dimiliki olenh Pemerintah Desa Saba’u
sehingga menyulitkan peneliti dalam
mengumpulkan beberapa data.

2. Keterbatasan waktu yang dimiliki .oleh
masyarakat yang dijadikan sebagal
subjek wawancara mengingat kesibukan
masyarakat setempat dalam

mel aksanakan pekerjaannya.
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